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I. UMUM

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan
pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni
pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara
sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6),
Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan
Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat
disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
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Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan
keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana
mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras,
Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem
Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat
data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib
memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan
wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri
Sistem Elektroniknya atau mendelegasikan kepada penyelenggara
Agen Elektronik. Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih
dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang
didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Penyelenggara Agen
Elektronik wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik
dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau
privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para
pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan
prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.
Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik
atau bentuk kontraktual lainnya.

Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda
Tangan Elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan Penanda
Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Tanda
Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat
dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Tanda
Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan
Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara
sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di
Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri yang terdiri atas
tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk. Kewajiban
penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan
pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang
Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik.
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Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi
Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi
keandalan yang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang
lengkap dan benar dari Pelaku Usaha.

Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan
Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi, dan konsultan
hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat
terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah
akuntan, konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi, penilai,
notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berhak
memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (first
come first served). Nama Domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau
masyarakat. Keberadaan Nama Domain sesungguhnya lahir pada saat
suatu nama itu diajukan dan diterima pendaftarannya oleh sistem
pencatatan Nama Domain. Sistem tersebut merupakan alamat
internet global dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama
Domain mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang
berwenang, baik nasional maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkonektivitas” adalah
kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga
bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam
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pengertian interkonektivitas adalah mencakup
kemampuan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan ”kompatibilitas” adalah
kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem
Elektronik yang lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejelasan tentang kondisi
kebaruan” adalah terdapat informasi yang menjelaskan
bahwa Perangkat Keras tersebut merupakan barang
baru, diperbaharui kembali (refurbished), atau barang
bekas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pendaftaran dapat dilakukan oleh penjual atau penyedia
(vendor), distributor, atau pengguna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terjamin keamanan dan
keandalan operasi sebagaimana mestinya” adalah
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Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin Perangkat
Lunak tidak berisi instruksi lain daripada yang
semestinya atau instruksi tersembunyi yang bersifat
melawan hukum (malicious code). Contohnya instruksi
time bomb, program virus, trojan, worm, dan backdoor.
Pengamanan ini dapat dilakukan dengan memeriksa
kode sumber.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kode sumber” adalah suatu
rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang
ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat
dibaca dan dipahami orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga terpercaya penyimpan
kode sumber (source code escrow)” adalah profesi atau pihak
independen yang berkompeten menyelenggarakan jasa
penyimpanan kode sumber program Komputer atau
Perangkat Lunak untuk kepentingan dapat diakses,
diperoleh, atau diserahkan kode sumber oleh penyedia
kepada pihak pengguna.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam
bidang Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis maupun praktis.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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